

















yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

terdiri dari:

1. Lampiranl Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran Il Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah danOrganisasi;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

Pasal 11

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan bupati Purbalingga ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Purbalingga dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO JABATAN PARAF Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Desember 2021
S BUPATI PURBALINGGA,
2 Asisten Pemerintahan
dan Kesra

3 |Kepala_Lalusds =

4
4 |Kepala Bagian Hulum | <2

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

-

-































































L .

Kode Uraian Jumlah
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.862.500.000
6.2.02.02.01.0001 |Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.862.500.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.862.500.000
Pembiayaan Netto 57.512.500.000
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